
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pembatalan perjanjian perkawinan disebabkan perjanjian perkawinan
tidak dicatatkan : analisis putusan Mahkamah Agung nomor 598
PK/PDT/2016 = Nullification of the prenuptial agreement caused by
unregistered prenuptial agreement : analysis on the supreme court
judgement number 598 PK/PDT/2016
Risfan Nirwana Putra, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476528&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat

dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya

perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya

perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat

deskriptif analitis. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetap

berlaku bagi para pihak (suami-istri) yang membuatnya. Tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tidak

dapat dijadikan alasan sebagai perbuatan tidak terpenuhinya syarat perjanjian perkawinan yang

mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh

pegawai pencatat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, hanya merupakan tindakan Pencatatan/Pendaftaran saja guna memenuhi asas publisitas.

Pendapat Mahkamah Agung mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris bukan syarat

formil merupakan pendapat yang keliru. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris merupakan

syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Diperlukan peraturan pelaksana untuk mengatur perjanjian perkawinan itu sendiri, agar jelas dan tidak

menimbulkan multitafsir.

......

A Prenuptial Agreement not registered at Civil Registry or religious Affairs Office may be the reason of a

person to file a cancellation of the Prenuptial Agreement. The passing of the Prenuptial Agreement by the

Marriage Officer may be interpreted as one of the conditions for the validity of the Prenuptial Agreement.

The research method is normative juridical with qualitative approach is descriptive analytical. The

Prenuptial Agreement not registered by the Marriage Officer shall apply to the parties (the spouses) who

make it. The non-registration of the Prenuptial Agreement shall not be the reason for the non-fulfillment of

the terms of the Prenuptial Agreement which resulted in the Prenuptial Agreement being void. The

ratification of the Prenuptial Agreement by the marriage registrar as stipulated in Law Number 1 Year 1974

concerning Marriage, is only a Registration / Registration activity only to fulfill the publicity principle. The

Supreme Court's opinion on the Prenuptial Agreement made by Notary is not a formal requirement is a false

opinion. The Prenuptial Agreement made by notary is a requirement for the validity of a Prenuptial

Agreement as described in the Civil Code. An implementing regulation is required to govern the Prenuptial

agreement itself, in order to be clear and not to create multiple interpretations.
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